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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci mengenai dasar-dasar perpajakan 

berdasarkan teori para ahli serta teori dan penjelasan secara menyeluruh mengenai unsur-

unsur yang berhubungan dengan pajak orang pribadi usahawan, serta akan dijelaskan pula 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

orang pribadi usahawan. 

Sub bab berikutnya yang akan dibahas adalah mengenai penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, kemudian terdapat kerangka 

pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan 

diteliti, serta hipotesis yang merupakan anggaran sementara yang perlu dibuktikan dalam 

penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya. 

A. Landasan Teoritis 

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan 

a. Pengertian Pajak 

 Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
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Definisi lain tentang pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadiningrat yang 

diterjemahkan oleh Siti Resmi yang dikutip oleh Diaz Prantara, dalam bukunya 

“Perpajakan Indonesia Edisi 2” (2016:2) menyatakan bahwa pajak adalah 

kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi 

bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” 

Sedangkan menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH., yang dikutip oleh 

Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 2: 

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 

“Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada 

di Indonesia ataupun di luar Indonesia.” 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 4: 
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 “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor 

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” 

c. Pembukuan/Pencatatan Bagi Wajib Pajak 

Menurut Waluyo (2014:58) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan 

yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan 

pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Sedangkan 

pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau 

penerimaan bruto dan penghasilan bruto. 

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan 

dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

dengan peredaran bruto dalam satu tahun lebih dari Rp 4.800.000.000,- (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah). 

 Wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang 

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dan wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dengan peredaran 

bruto dalam satu tahun kurang Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma 

perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang 

bersangkutan. 
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d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Dalam melaksanakan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak 

menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi 

sekaligus tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak akan 

diberikan NPWP pada saat melakukan pendaftaran, sehingga seluruh administrasi 

perpajakan terkait dengan wajib pajak tersebut akan menggunakan NPWP yang 

dimaksud. 

 Menurut Waluyo (2014:24) “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”  

Setiap wajib pajak hanya diberikan 1 (satu) NPWP. NPWP mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

1) Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 

2) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 

administrasi perpajakan. 

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan 

sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai 

subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

Sedangkan, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 
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pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

e. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) dilaksanakan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai 

PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan 

dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan. 

Wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan 

usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tertentu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila 

tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak  berada 

dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja kantor pelayanan pajak, Direktur Jenderal 

Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. 

f. Pengertian Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: 

 “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, dimana penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
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untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” 

Dimana yang termasuk dalam penghasilan adalah: 

a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c) laba usaha 

d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

i. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,  

   dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pernyetaan modal; 

ii. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

iii. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reogranisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

iv. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan 

sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 
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v. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) keuntungan karena pembesaran utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l) keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n) premi asuransi 

o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan lain yang belum 

dikenakan pajak; 

q) penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 
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s) surplus Bank Indonesia. 

g. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa: 

a) (1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, 

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan 

(2)  harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri 

Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b)  warisan; 

c) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 

penyertaan modal; 

d) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib 
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pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan 

norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15; 

e) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa; 

f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor; 

g) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 
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j)  dihapus 

k) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

l)  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

m) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan; dan 

n) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

h. Pengertian Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 2 ayat (1) menyatakan, yang dimaksud subjek pajak adalah: 

a) 1) orang pribadi; 
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  2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak 

b) badan; dan 

c)  bentuk usaha tetap. 

i. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 3 ayat (1) menyatakan, yang dimaksud dengan pengecualian 

subjek pajak adalah: 

a) kantor perwakilan negara asing; 

b) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat- bekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara 

bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

c) organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan 

2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang 

dananya berasal dari iuran para anggota; 

d) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 
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j. Tarif Pajak 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan 

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu, dikenai pajak yang bersifat final adalah sebesar 1% yang dikenakan atas: 

a. Peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir 

sebelum tahun pajak yang bersangkutan. 

b. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 

4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu tahun pajak, 

wajib pajak tetap dikenai tarif yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan. 

c. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi 4.800.000.000 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Sanksi Pajak 

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati 

aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 

: 878). Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ditaati/dipatuhi. 

Menurut Waluyo (2014:47), menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa 

denda sebesar: 

1) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk telat dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 
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2) Jika dengan kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau yang isi dan 

keterangannya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan 

tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut wajib 

melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 2 kali dari jumlah pajak yang kurang 

dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB). 

3) Apabila kealpaan yang dimaksud merupakan perbuatan yang bukan pertama kali, 

maka akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan 

atau paling lama 1 (satu) tahun. 

4) Apabila melakukan kesengajaan, kesengajaan yang dimaksud adalah setiap orang 

yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau 

menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar 

atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) 

kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang 

perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

pidana penjara yang dijatuhkan. 
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3. Pelayanan  

 Pelayanan adalah cara melayani (membantu dan mengurus atau menyiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Apabila dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di bidang perpajakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui satuan kerja yang ada dibawahnya dalam 

rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi 

sumbangan terbesar penerimaan negara. 

Menurut Agus Sulastiyono (2011:35-36), pelayanan yang baik harus 

memuat beberapa aspek, antara lain: 

a. Reliabilias (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan secara tepat dan 

benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada tamu. 

b. Responsif (Responsiveness), yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak 

membantu tamu dan memberikan pelayanan yang tepat waktu. 

c. Kepastian/jaminan (Assurance), adalah pengetahuan dan kesopan santunan serta 

kepercayaan diri para pegawai. Dimensi assurance terdiri dari kompetensi untuk 

memberikan pelayanan, sopan dan memiliki respek terhadap tamu. 

d. Empati (Empathy), memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Dimensi 

empathy terdiri dari kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan 

perlindungan dan usaha untuk mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan tamu. 
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e. Nyata (Tangibles), yaitu sesuatu yang nampak atau yang nyata, yaitu penampilan 

para pegawai, dan fasilitas-fasilitas fisik seperti peralatan dan perlengkapan yang 

menunjang pelaksanaan pelayanan. 

4. Pengetahuan Pajak 

Menurut Soekitjo Notoatmodjo (2007:140) pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek 

tertentu. Pengetahuan umumnya datang dari pengalaman juga dapat diperoleh dari 

informasi yang disampaikan oleh orang lain, surat kabar atau media elektronik. 

 Menurut Kusrini (2006:23) pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

yaitu pengetahuan procedural (procedural knowledge), pengetahuan deklaratif 

(declarative knowledge), dan pengetahuan tecit (tacit knowledge). Pengetahuan 

procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan 

deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan 

pengetahuan tecit merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan 

bahasa. 

Sedangkan pengertian pengetahuan pajak menurut Caroline (2009:7) 

“Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai 

dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi 

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang 

perpajakannya.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, konsep dari pengetahuan pajak 

yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap pajak 

yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.  
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5. Kesadaran  

Kesadaran menurut Stuart Sutherland merupakan gejala yang menakjubkan 

namun sukar untuk dipahami, sulit untuk menspesifikkan apa itu kesadaran, apa yang 

perlu dilakukan kesadaran, dan mengapa kesadaran berevolusi. Kesadaran dapat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu keawasan dan ketergugahan. Kesadaran merujuk 

pada keawasan kejadian eksternal dan internal termasuk keawasan terhadap diri dan 

berbagai pikiran tentang pengalaman sendiri. Keawasan ini terjadi dalam suatu 

kondisi tergugah (arousal), keadaan fisiologis saat seseorang sedang terlibat dengan 

lingkungan. 

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas 

dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Soemitro 

(1988:80) kesadaran pajak (tax consciousness) masyarakat perlu ditingkatkan 

melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan 

kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Kesadaran pajak 

harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (tax madidness) dan 

melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (tax discipline). Kesadaran dalam 

membayar pajak terdiri dari kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi 

dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau 

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 

dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 

beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena 

memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak 

berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan 

terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan 

dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena 
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pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan 

kewajiban mutlak setiap warga negara. 

6. Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang 

lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, 

kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan 

langsung dan berasal dari pihak lain. 

Kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu 

secara personal individu tidak setuju dengan permintaan tersebut (Herbert Kelman, 

2012:2). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2, 

wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak 

patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 meliputi: 

1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir; 

2) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir 

untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak 

untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan 

3) Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud disampaikan 

tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa 

pajak berikutnya. 
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b. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam adalah keadaan 

pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh 

dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

c. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud harus disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi 

wajib pajak yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. 

d. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang 

dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. 

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti  

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan formal berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek 

kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak 

dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu 

sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi 

kepatuhan formal. Kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan 

secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap kepatuhan 

material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri 
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besar pajak, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung 

dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian berbeda yang pernah dilakukan sebelumnya dapat dilihat dalam 

tabel, dan menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1.  Andrea 

Meylita dan  

Teguh 

Erawati 

(2017) 

Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, Sanksi 

Perpajakan, 

Pengetahuan 

Perpajakan, dan 

Pelayanan Fiskus 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

1) Kesadaran 

2) Sanksi 

3) Pengetahuan 

4) Pelayanan Fiskus 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib 

pajak, sanksi pajak, 

pengetahuan pajak, 

dan pelayanan fiskus 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 



30 
 

2. Arifih, Rita 

Andini dan 

Kharis 

Raharjo 

(2017) 

Pengaruh 

Modernisasi Sistem 

Administrasi 

Perpajakan, Kualitas 

Pelayanan, 

Pengetahuan 

Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, dan 

Kesadaran 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Pada KPP Demak 

Periode 2012-2016 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

1) Modernisasi sistem 

2) Kualitas Pelayanan 

3) Pengetahuan 

4) Sanksi Pajak 

5) Kesadaran 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan, 

dan sanksi 

perpajakan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak, sedangkan 

modernisasi sistem 

administrasi 

perpajakan, 

pengetahuan dan 

kesadaran tidak 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 

 

3. Dewi 

Kusuma 

Wardani dan 

Rumiyatun 

(2017) 

Pengaruh 

Pengetahuan Wajib 

Pajak, Kesadaran 

Wajib Pajak, Sanksi 

Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Sistem 

Samsat Drive Thru 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

1) Pengetahuan Pajak 

2) Kesadaran 

3) Sanksi Pajak 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kesadaran dan sistem 

drive thru 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak  

sedangkan 

pengetahuan wajib 

pajak dan sanksi 

tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

pajak kendaraan. 
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4. Mahfud, 

Muhammad 

Arfan, dan 

Syukriy 

Abdullah 

(2017) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Peraturan 

Perpajakan, 

Kesadaran 

Membayar Pajak, 

dan Kualitas 

Pelayanan 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Empiris 

Pada Koperasi di 

Kota Banda Aceh) 

 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

1) Pemahaman  

2) Kesadaran 

3) Kualitas Pelayanan 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemahaman 

peraturan 

perpajakan, 

kesadaran membayar 

pajak berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan, 

sedangkan kualitas 

pelayanan tidak 

berpengaruh.. 

5. Ni Ketut 

Muliari dan 

Putu Ery 

Setiawan 

(2011) 

Pengaruh Persepsi 

Tentang Sanksi 

Perpajakan dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Pada 

Kepatuhan 

Pelaporan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Denpasar Timur 

 

Variabel bebas yang 

digunakan adalah: 

1) Sanksi Pajak 

2) Kesadaran 

Variabel terikat yang 

digunakan adalah 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sanksi dan kesadaran 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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C. Kerangka Pemikiran 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak, 

pelayanan, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

1) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada tingkat 

kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi sendiri digunakan sebagai alat untuk 

mengatur populasi manusia mematuhi aturan yang telah ditentukan. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa sanksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan (Ni 

Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, 2011). Sanksi pajak merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, Sanksi 

pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan akan ditaati 

2) Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pelayanan perpajakan dibentuk oleh suatu dimensi kualitas SDM dari aparat 

pajak, prosedur, dan sistem perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada 

wajib pajak akan terpenuhi apabila SDM melaksanakan tugasnya secara profesional, 

disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan kepadanya, maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa 

pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak (Andrea Meylita dan Teguh Erawati, 2017). 

3) Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-
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undang yang akan dibayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan 

mereka. Pengetahuan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, 

karena wajib pajak telah mengetahui bagaimana alur penerimaan tersebut akan 

berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Hal ini 

menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Narulita Rahayu, 2017). 

4) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kesadaran perpajakan merupakan perilaku dari wajib pajak berupa 

pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan 

penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau 

stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib 

pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum 

yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Hal ini 

menjelaskan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak (Mahfud, Mumhammad Arfan dan Syukriy 

Abdullah, 2017), maka kerangka penelitian yang dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram seperti berikut ini: 
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V  

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis menurut Cooper dan Schilnder (2017:58) adalah pernyataan tentang 

fenomena (konsep) yang dapat diamati dan dapat dinilai sebagai benar atau salah, dan 

pernyataan tersebut akan diuji secara empiris. Sehingga hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Ha1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam    

  melakukan pembayaran pajak orang pribadi usahawan. 

Ha2 : Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam  

  melakukan pembayaran pajak orang pribadi usahawan. 

 

Sanksi 

Pelayanan  

Pengetahuan  

Kesadaran 

Tingkat kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi usahawan 
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Ha3       : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  masyarakat dalam    

    melakukan pembayaran pajak orang pribadi  usahawan. 

Ha4 : Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam    

  melakukan pembayaran pajak orang pribadi usahawan. 

 

 

 

  


